BAB I

KETENTUAN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT

(LOCUSDELICTI) PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian locus ddlicti

Pembentukan undang-undang dapat menetapkan ruatakumga
undang-undang yang dibuatnya. Pembentukan undatepgnpusat dapat
menetapkan berlakunya undang-undang pidana terhskgk-tindak pidana
yang terjadi dalam atau di luar wilayah Negara sggembentuk-pembentuk
undang-undang di daerah hanya terbatas pada dgarahasing-masing,
wilayah suatu negara itu hanya pengertian dalamruata negara.

locusdelicti adalah tempat terjadinya suatu tindak pidana lateasi
tempat kejadian perkara atas suatu tindak pidayediedalam istilah hukum
Internasionallocus delicti adalah sebuah istilah yang berarti kewenangan
yurisdiksi atau wilayah kewenangan peradiiaBedangkan dalam KUHAP
Republik Indonesia dalam pasal pasal 84 menjelakiars delicti sebagai
berikut:

Pasal (1) Pengadilan negeri berwenang mengadilal@epgerkara

mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam ddemgbmnya.

Pasal (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerkbnioya terdakwa

bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ikemukan atau
ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdagxsabut apabila

! Sudarto,hukum Pidana | Semarang: Yayasan Sudaarto d/a Fakultas Hukum BNDI
1990, him. 32

2 http://daemien-ocehankosong.blogspot.com/2009¢ligiglan-locus-delicti.html/19-04-
10-19.30.
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tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipdebdil dekat pada
tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kddardypengadilan
negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana lakdkan. (UU no 8
/1981 tentang KUHAP)
B. Teori locus delicti
Pembahasan mengendbcus delicti diperlukan karena hal ini
berhubungan dengan Pasal 2-9 KUHP yaitu menentaakah hukum
pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana t@dak. Selain itulocus
delicti juga akan menentukan pengadilan mana yang menwigwenang
terhadap kasus tersebut dan ini berhubungan déwgapetensi relatif.
Mengenailocus delictj ada beberapa teori untuk menentukan di mana
tempat terjadinya perbuatan pidana yaitu teori rapagtempat di mana
perbuatan dilakukan secara personal, kedua adatah tentanginstrument
dan yang terakhir adalah teori tentaipat*
1. Teori tentang di mana perbuatan dilakukan secasopal
Yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatiamdteori ini
adalah tempat di mana perbuatan yang dilarang damcaim dengan
hukuman dilakukan.
Menurut teori ini, jika seorang pelaku menikam lorbya di
Jakarta, setelah terjadi penikaman tersebut siakopulang ke Bogor dan
di sana ia mati, maka meskipun akibatnya (matingebdn) terjadi di
Bogor, yang dianggap sebagai tempat dilakukannydupéan adalah

Jakarta.

% Moeljanto,Asas-asas Hukum Pidanakarta: Rineka Putra, 2000, him. 78.
* Mengenai teori-teori tentanigcus delictilihat misalnya Satochid Kartanegatdukum
Pidana(t.tp. Balai Lektur Mahasisiwa, t.th), him. 154-158
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2. Teori tentang alat atanstrumentyang digunakan

Yang dianggap sebagai tempat kejahatan dilakukkmdiori ini
adalah tempat di mana alat atamstrument yang digunakan untuk
melakukan kejahatan menimbulkan akibat.

Jika seorang pelaku mengirimkan makanan beracurdalarta ke
Bandung untuk seseorang, kemudian orang terseloubgt) memakan
makanan beracun tersebut dan ia mati maka, yanugggha sebagai
tempat terjadinya kejahatan adalah Bandung. Halikarenakan alat yang
digunakan untuk melakukan kejahatan (makanan beyaoenimbulkan
akibat, yaitu matinya korban.

3. Teori tentang akibat.

Menurut teori ini yang dianggap sebagai tempatkdkannya
tindak pidana adalah tempat di mana suatu kejamatmmbulkan akibat
perbuatan. Dengan demikian, yang dianggap sebagspat terjadinya
perbuatan dalam contoh pada point (a) adalah Bagarenakan di
tempat tersebut akibat dari perbuatan (penikamengdi, yaitu matinya

korban.
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C. Penerapan teori locus delicti (asas berlakunya undang-undang pidana
menur ut tempat dalam hukum pidana positif)

Mengenai kekuasaan berlakunya undang-undang puizpet dilihat
dari dua sisi, yang bersifat negatif dan yang Fergiositif> Yang bersifat
negatif berlakunya undang-undang menurut waktu,imalercantum dalam
Pasal 1 KUHP sedangkan dari segi positif, berlakunya undangngdiilihat
dari segi tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 2 sarfA@KUHP yang memuat 4
asas yaitu, asaeritorial, asasnasional aktif asasnasional pasifdan asas
universal
1. AsasTeritorial

Asasteritorial terdapat dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“ketentuan pidana dalam perundang-undangan Répuhblionesia
berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Répubtionesia
melakukan sesuatu tindak pidana”.

Asasteritorial ini melahirkanyuridiksiteritorial, yaitu kedaulatan atau
kewenangan suatu negara yang berdasarkan hukumasienal untuk
mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas-balayah negaranya.
Salah satu wujud dayiuridiksi teritorial suatu negara adalah membuat serta

memberlakukan hukum pidana nasional nya terhadagaki pidana yang

terjadi dalam wilayah negara tersebut. Ketentuanbarlaku bagi warga

® Lihat misalnya C. S. T. KansiPengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
Jakarta, Balai Pustaka 1988m. 276.

® pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi “Tiada suatu pedmalapat dipidana, melainkan atas
kekuatan pidana dalam perundang-undangan yangadibkebelum perbuatan iru terjadi”.

Dalam Pasal ini terkandung asas legalitas yanguberigan dengan waktu dilakukannya
perbuatan (kejahatan). Asas ini menentukan bahwadu sperbuatan hanya merupakan tindak
pidana apabila ditentukan demikian oleh atau dittasepada undang-undang.
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negaranya sendiri maupun orang asing yang melaksikatu tindak pidana.
Ini merupakan dasar yang diunggulkan bagi pelaksagaridiksi negara.
Peristiwa yang terjadi dalam batas-batestorial suatu negara dan orang-
orang yang berada di wilayah tersebut sekalipurukurgementara, pada
lazimnya tunduk pada penerapan hukum I8kal.

Asas atau prinsiperitorial mempersoalkan tentang lingkungan kuasa
berlakunya hukum pidana terhadap ruang, jadi léb#s dari pada tanah
(bumi)?® ia merupakan asas yang tertua dari asas-asakurera hukum
pidana menurut tempat. Asaaritorial merupakan asas yarigndamental
Hal ini berarti, sekalipun telah diterapkan batatab berlakunya hukum
pidana Indonesia, dalam keadaan tertentu sert& sotoyek hukum tertentu,
dapat diterapkan perluasan-perluasan terhadapeagasal.'

Romli, dengan mengutip Bert Swart dan Andre Klipnoies bahwa
asasteritorial telah diperluas tidak lagi semata-mata ditujukarhadap
tempat di mana pelaku melakukan kejahatan, melaiju@a tempat di mana
akibat dari kejahatan itu dilakukan atau di manab&n beradd’Selain

wilayah tanah, asateritorial juga mencakup seluruh wilayah udara dan

wilayah perairan atau laut Indonesia. Wilayah udadmnesia terhitung dari

"1 Wayan Parthiandukum Pidana Internasional dan Ekstradi8andung: Yarma Widya,
2003. him. 12-13.

8 Rebecca M.M. WallaceHukum Internasional,alih bahasa Bambang Arumanadi,
Semarang: IKIP Semarang Press, 1993, him. 120.

° A. Zainal Abidin FaridHukum Pidana [ Jakarta: Sinar Grafika, 1995), him. 162.

2 Romli AtmasamitaTindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sisterkum Pidana
Indonesia(Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 1997, him. 105.

" Romli Atmasasmita‘Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkenipan Asas-
asas Hukum Pidana Nasional.Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asaskagdasm
Pidana Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembindukum Nasional Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rl bekerjasama atengakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang, Semarang, 26-27 April 2004, 6l
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tanah ditarik ke atas setinggi yang ditentukan m#merjanjian antar negara.
Meskipun demikian, bukan berarti seorang pelakuaerada di salah satu
wilayah tanah, udara atau perairan suatu negaileakeklakukan kejahatan.
Hal ini berhubungan dengan bahasan mendenas delictj karena bisa jadi

pelaku dapat melakukan kejahatan di suatu negaskipum ia berada di

negara lain.

Wilayah perairan Indonesia meliputi seluruh peraiyang terletak di
sebelah dalam garis dasar serta laut wilayahtorial sea)di sekelilingnya
selebar 12 mil laut, diukur mulai garis dasar keahatuar. Wilayah ini
ditambah lagi seluas 200 mil diukur dari garis dagang disebutZone
Ekonomi EksklusifZEE). Seperti halnya terhadap wilayah daratatomesia
memiliki kedaulatan penulgsoveregnty)di seluruh wilayah perairan yang
diikuti pula olehyuridiksi kriminal 2

Yang menjadi sasaraguridiksi kriminal di wilayah lautan adalah
delik-delik yang terjadi di laut yang pada pokokrdiatur dalamordonansi-
ordonansidan juga diatur dalam pasal KUHP. Sasaran inirselalik yang
sifatnya kejahatan, juga meliputi pelanggaran. D&li merupakan sasaran
utama yang ditegaskan dala@rdonansi Laut Wilayah dan Lingkungan
Maritim 1939

Berlakunya undang-undang Indonesia terhadap tinmd&na yang
terjadi dalam pesawat Indonesia tercantum dalamabgdindang Nomor 4

Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Belbtasal dalam Kitab

12 Mustafa Djuang Harahapyuridiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Beitan
dengan hukum Internasion@@andung: Penerbit Alumni, 1983), him. 125.
2 bid., him. 115
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Undang-undang Hukum Pidana, Kejahatan Penerbangan Kkjahatan
terhadap Sarana-prasarana Penerbangan.

Dalam Pasal | Undang-undang tersebut disebutkan:

“Mengubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angikand

tercantum dalam Bab | Kitab Undang-undang Hukum aifrad

Indonesia sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indobesiaku bagi

setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukadak pidana di

dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 3 KUHP memperluas ruang lingkup berlakunydang-undang
pidana, yaitu mengenai berlakunya ketentuan hukidiemp bagi setiap tindak
pidana yang terjadi di dalam perahu serta pesanlaarng Indonesia meskipun
keberadaan perahu serta pesawat tersebut berddardvilayah teritorial
Indonesia* Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam P#4aHP
ini, maka setiap perahu dan kapal terbang Indortkareggap atau merupakan
perpanjangan dari wilayateritorial Indonesia dan karenanya setiap tindak
pidana yang terjadi di dalamnya tunduk pada ketanperundang-undangan
pidana Indonesia tanpa mempermasalahkan kewargaaagaelaku.

Yang dimaksud kapal-kapal Indonesia adalah sebagamyang
tercantum dalam Pasal 95 KUHP yang berbunyi:

“Kapal Indonesia berarti kendaraan air yang menyataturan-

peraturan umum tentang surat-surat laut dan pasggaa di daerah

Republik Indonesia, harus mempunyai surat laut ptsikapal atau
surat-surat izin sebagai pengganti sementara kaanaair atau pas

e 15

itu”.

4. S. T. Kansilpp.cit., him. 278.

!> pasal 95 KUHP. Tentang pemberian surat laut dark@pal diatur oleh Ordonansi Surat
Laut dan Kapal dalam L.N. tahun 1935. ketetapaatdaut dan pas kapal dalam L.N. tahun 1934
No. 78, diubah dalam L.N. 1937 No. 629. jo. L.N3%9No. 565. Lih. R. Sugandt{UHP dan
PenjelasannyaSurabaya: Usaha Nasional, 1981, him. 112-113.
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Yang dimaksud pesawat udara Indonesia, ketentuatergantum
dalam Pasal 95 a ayat (1) dan{®pasal ini berbunyi:

(1) Yang dimaksud dengan “pesawat udara Indoneslalah pesawat

udara yang didaftarkan di Indonesia;

(2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalahwa¢ udara
asing yang di sewa tanpa awak pesawat dan diokenasileh
perusahaan penerbangan Indonesia.

Meskipun demikian, tidak semua perahu maupun kajehggap
sebagai perpanjangan wilayah suatu negara, hampa karang dan kapal
dagang yang berada di lautan terbuka yang dianggdyagai wilayah
negara’ Ketentuan ini juga berlaku bagi kapal-kapal dagemtpnesia yang
berada di pelabuhan asing. KUHP Indonesia tidak baylaku bagi awak
serta penumpang, melainkan juga berlaku bagi setiapg yang ada dalam
kapal tersebut®

Pasal 3 KUHP diperluas lagi dengan Pasal 8. Pasah&énentukan
bahwa nahkoda atau penumpang kapal laut atau pdratonesia yang
melakukan kejahatan sumpah atau keterangan patsuejahatan pelayaran
di luar wilayah Indonesia, dapat dituntut menuretekituan pidana Republik
Indonesia.

Pasal 8 KUHP berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Repubtknesia

berlaku di luar Indonesia berlaku di luar Indonggiga waktu mereka
tidak ada di atas kendaraan air, melakukan sakahpsabuatan yang

'8 pasal ini merupakan perubahan dan penambahan geiaah KUHP bertalian dengan

perluasan ketentuan perundang-undangan pidandaltajapenerbangan dan kejahatan terhadap
sarana/prasarana penerbangan yang tercantum daidem@}undang No. 4 Tahun 1976 Pasal Il
ke-1.

17°3. E. JonkersBuku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanddih bahasa Tim

Penerjemah Bina Aksara (Jakarta: Bina Aksara, 198). 145.

18 E. UtrechtHukum Pidana (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), him. 241.
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dapat di pidana yang tersebut dalam Bab XXIX Buladia dan Bab

IX Buku Ketiga, demikian juga yang tersebut dalaenapuran umum

tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal di Eslandan yang

tersebut dalam “Ordonantie Kapal 1927.”

Dalam KUHP Indonesia tidak diatur mengenai ketemtbajahatan
penerbangan yang dilakukan di dalam maupun di lp@sawat udara
Indonesia. Namun demikian usaha ke arah sana sddakukan oleh
pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan sudah rdigakan nya ketentuan
mengenai hal ini dalam Rancangan Undang-undangrgriitab Undang-
undang Hukum Pidana.

Dalam Rancangan Undang-undang tersebut disebutkan:

(1) Ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia bebaki kapten
pilot, awak pesawat udara, penumpang pesawat litizwaesia yang di
luar wilayah Republik Indonesia melakukan salatu datdak pidana
penerbangan sebagai mana di maksud dalam Bab XXkii Bedua?’

Pasal ini merupakan perluasan berlakunya ketenpidana, yaitu
mengenai berlakunya undang-undang pidana Indobagjiapelaku kejahatan
penerbangan di dalam maupun di luar pesawat udd@nésia yang sedang
melakukan penerbangan di wilayah negara asing.

Sedangkan asasksteritorial tercantum dalam Pasal 9 KUHP yang

berbunyi:

“Berlakunya Pasal 2 sampai 5, Pasal 7 dan 8 Pdszthdi oleh hal
yang dikecualikan, yang diakui dalam hukum Inteiorzed.”

Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan yang séasa ada bahwa

berlakunya Pasal 2-5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP laédiantangan dengan

¥ Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nonibethun....Tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 11 ayat (1).
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hukum antar negara, karena ketentuan-ketentuantgacentum dalam pasal-
pasal tersebut berhubungan juga dengan negara asing

Selain itu perlu diketahui bahwa hukum antar negaerupakan
kumpulan asas-asas hukum yang mengatur hubungan reegara di dunia.
Hubungan ini biasanya diselenggarakan dengan safimrenempatkan
perwakilan dalam bentuk kedutaan atakonsul di negara-negara
bersangkuta®® Utrecht dengan tegas mengatakan bahwa ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 KUHP tidakldka® lagi saat ini.
Hal ini disebabkan negara kita telah mengakui aalgmymat hukum antar
negara. Menurutnya ketentuan tersebut dibuat keki&daulatan negara
absolutmasih diterim&?

Menurut hukum Internasional, yang tidak terikathokdJHP Indonesia
adalah paraduta besar negara serta para utusan negara asing gaatps
resmi diterima oleh kepala negara. Selain itu mengng tidak tunduk pada
KUHP Indonesia adalah para pegawai daleedutaanyang berfungsi di
bidangdiplomatik parakonselir (konsultan dan sekretaris meskipun mereka
tidak berseragam (tidak dalam keadaan dinas).

Berdasarkan asaksteritorial paradiplomatdianggap tidak berada di
negara penerima melainkan di negara pengirim meskgada kenyataannya
ia berada di wilayah negara penerima. Selain ittek@etidak dapat dikuasai
oleh hukum dan peraturan negara penerima. Sedalghgmat menurut asas

ini, hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim tbegiga gedung atau

R, SugandhiKUHP dan Penjelasanny&urabaya: Usaha Nasional, 1981m. 11.
ZLE. Utrechtpop. cit.,him. 249.
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tempat kediaman mereka di negara penerima dianggl@gai bagian atau
perpanjangan dari wilayah negara pengfifrBammelen berpendapat bahwa
ketentuan tentang mereka yang diberi mknunitasatau kekebalan hukum
tercantum dalam perjanjian Wina tanggal 18 Aprb1¢
Alat-alat kekuasaan negara penerima tidak dapat angkap,
menuntut maupun mengadili mereka dalam masalahidalmMeskipun
demikian mereka harus tetap menghormati serta naegghhukum di negara
setempat? Mengenai para konsul asing, mereka diberiilvakunitashukum
bukan berdasarkan Pasal 9 KUHP melainkan atas dqas@njian yang
disepakati antar negara. Hal ini dikarenakan pamsul bukan merupakan
wakil diplomatik melainkan hanya merupakan wakil perdagangan. eski
demikian mereka diberi keistimewaan seperti yancatgum dalam Pasal 7a
U.U. Pengawasan Orang Asing dan U.U. Dar No. 9natfib3 (L. N. 1953
No. 64). Pasal-pasal ini menentukan bahwa undadgnm tersebut tidak
berlaku bagi para pejabdiplomatikdankonselirasing™
Orang-orang yang memiliki haknmunitasmeliputi:
a) Kepala negara asing yang berkunjung ke Indoneseraeesmi. Selain itu
sanak saudara kepala negara yang bersangkutaralikesereka yang
melakukan perjalanan yang berdiri sendiri. Meskidamikian para sanak

saudara kepala negara diperdebatkan inakunitasnya Van Hammel

14.

22 Edy SuryonoPerkembangan Hukum Diplomai{Bandung: Mandar Maju, 1992), him.

% A, Zainal Abidin Faridpp.cit., him. 167.
2 Edy Suryonopp.cit., him. 46.
% A, Zainal Abidin Faridpp.cit.,him. 165-166.
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secara tegas mengatakan bahwa mereka tidak metmdikimmunitas
Jonkers sebaliknya mengakui adanya hak tersebutrizagka.

Duta negara asing yang ditempatkan di Indonesia demgasetujuan
kedua negara yang bersangkutan. kakunitasjuga berlaku bagi para
sanak saudara yang tinggal bersama duta tersethapufs para pegawai di
kedutaan tersebut dianggap sebagai orang asing yaegempati
kedutaan oleh karenanya mereka tidak memiliki hakimunitas
Meskipun demikian, jika parauta negara asing melakukan perbuatan
yang dapat merugikan kepentingan negara yang meeekpati, mereka
tetap berhak mendapatkan sanksi seperti penguspates maupun
permintaan penarikan ke negara asalnya.

Kapal negara asing yang berlabuh dengan persetupenerintah.
Konvensi Hukum Laut 1982 memberikanmunitaskepada kapal perang
dan kapal-kapal pemerintah untuk tujuan non-korakrsyaitu diatur
dalam Pasal 95 untuk kapal-kapal perang dan P&sah@k kapal-kapal
pemerintah non-komersial. Ketentuan ini berhuburdgmgan keberadaan
kapal-kapal tersebut di laut lepas. Selama kapadlkani berada di laut
lepas, ia memiliki kekebalan dayuridiksi negara lain selain negara
benderanya.

Pasukan negara asing yang masuk ke suatu negagandseizin negara
yang didatangi. Bila mereka masuk tanpa izin, meeddpat diusir dengan

cara kekerasan.
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Mengenai tentara pendudukan, mereka tidak tunduda paukum
negara yang diduduki, karena tunduk pada hukum raegang diduduki
dianggap bertentangan dengan hubungan kekuasagnaglan tetapi ia akan
diadili menurut hukum negaranya sendiri dan diadligéh pengadilan militer
yang mengikuti mereka. Dalam hal ini perbuatanktidailai dengan hukum
pidana umum melainkan hukum perang.

2. AsasKewarganegaraan (Nasional Aktif)

Dalam hukum Internasional, suatu negara memyiikidiksi yang
disebut yuridiksi personal berdasarkan kewarganegaraan (nasionalitas)
aktif atas warga negaranya yang berada di luaryalilanegara tersebut
yang melakukan suatu kejahatan (tertentwyidiksi ini didasarkan pada
adanya hubungan antara negara pada satu pihakndemgga negaranya
yang berada di luar wilayah negaranya pada pihak Haibungan tersebut
termanifestasikardalam hak, kekuasaan serta kewenangan negara untuk
memberlakukan hukum nasional terhadap warganya penada di luar
wilayah teritoir. Sebaliknya warga negara memiliki hak serta memiku
tanggung jawab dalam hubungan dengan negaranyassédaberada di
luar wilayah negaranya sendiri. Ini sesuai dengdag@am hukum yang
tidak sepenuhnya berlaku, bahwa setiap orang membawkum
negaranya kemanapun ia pergi dan di manapun id&ra

Romli menulis bahwa dalam konteks kedaulatan negairag

berkaitan dengan kewarganegaraan pelaku kejatlieiasnasionalatau

% | Wayan Parthianagp.cit.,him. 14.
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Internasional, asamasionalitas merupakan landasan hukum bagi suatu
negara untuk melaksanakan penyelidikan, penuntgea peradilan atas
warga negaranya yang melakukan kejahatan terlepaarthlocus delicti
itu terjadi?’

Asas kewarganegaraan aktif atau apassonalitasini terdapat
dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi:

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Rlkegdobonesia
berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukatuar
wilayah Indonesia:

Ke-1. Salah satu kejahatan yang terdapat dalaml Bah 11 Buku
Kedua dan dalam Pasal-pasal 160, 161, 240, 279d460
451;

Ke-2. Sesuatu perbuatan yang oleh ketentuan pidtalam
perundang-undangan Republik Indonesia dipandanagsaeb
kejahatan dan dapat di pidana menurut perundangngyath
negara tempat perbuatan itu dilakukan.

Mengingat bahwa tempat dilakukannya tindak pidaseada di
luar wilayah Indonesia maka kejahatan yang tuncadapasas ini bersifat
umum, dalam artian bahwa di samping dapat mengaricathaulatan
negara Indonesia, kejahatan yang dilakukan harasmgdap sebagai
kejahatan oleh negara tempat tindak pidana dilakuka

Asas personalitasdiperluas lagi dengan adanya ayat (2) Pasal 5
KUHP yang berbunyi:

(2) Kejahatan yang tersebut pada No. 2 itu dapat jugmtdt jika
terdakwa baru menjadi warga negara Republik Indargssudah
melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum pidaloadésia juga

berlaku bagi tiap orang yang berkebangsaan Indemesskipun ia berada

2" Romli Atmasasmitagp.cit.,him. 5-6.
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di luar Indonesia melakukan salah satu atau behetafik tertentu yang

dianggap mengancam negara Indonesia. Delik-deiiklianggap sangat

berbahaya sehingga perlu untuk menjatuhkan hukuivegi pelaku

dimana saja ia berada.

o

Bentuk kejahatan dalam agaersonalitasmeliputi:
Kejahatan yang berupa pelanggaran terhadap keanmewmma yang
tercantum dalam Bab | buku Kedua KUHP, yaitu P&64l-129.
Kejahatan yang melanggar martabat kepala negarta seakil
presiden, ketentuan ini tercantum dalam Pasal B31Bab Il Buku
Kedua KUHP.

Kejahatan penghasutan yang tercantum dalam Pa@3#&UBEP.

. Menyebarluaskan tulisan yang bertujuan untuk mesghayang

tercantum Pasal 161 KUHP.

Dengan sengaja membuat diri maupun orang lain rdietigak cakap
untuk memenuhi kewajiban militer yang tercantumadalPasal 240
KUHP.

Melakukan perampokan (pembajakan) di laut yangatétom dalam
Pasal 450 dan 451 KUHP.

Delik-delik ini dicantumkan secara tidak tegas daRasal 5 ayat 1

Subl karena dalam pasal ini terdapat perbuatan glapgt mengancam

kepentingan-kepentingan yang khusus bagi negatanésia, di pihak

lain perbuatan-perbuatan ini tidak dikenai hukummamurut UU negara di

mana perbuatan tersebut terjadi dan pelaku berada.
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Kejahatan yang dianggap oleh KUHP Indonesia dam jolgh
negara tempat terjadinya kejahatan sebagai delikkdjahatan yang harus
dikenai sanksi hukurff.

Untuk kejahatan semacam ini diperlukan adanya yaiat
1. Perbuatan tersebut harus diakui sebagai kejahhrKJHP.

2. Kejahatan tersebut dikenai hukuman - diakui sebkggihatan oleh
negara yang menjadi tempat terjadinya perbu@tan.

KUHP Indonesia hanya menentukan syarat bahwa delikg
bersangkutan merupakan kejahatan. Apabila kejahataidak dihukum
oleh hukum pidana negara asing maka peraturan gadatang hukum
pidana Indonesia tidak berlaku karena tidak terpgya syarat yang
kedua. Ketentuan ini sesuai dengan asas interraisasn bahwa suatu
negara tidak dapat menyerahkan warga negaranyal&gpamerintahan
negara asing.

Asas personalitas aktif ini dibatasi oleh Pasal BHR yang
berbunyi:

“Berlakunya Pasal 5, ayat (1) ke-2 itu dibatasi g#en tidak

dibolehkan untuk menjatuhkan pidana mati untuk patdn yang
tiada diancam dengan pidana itu menurut perundadgnagan di
tempat perbuatan itu dilakukan.”

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa hukuman matiyaadapat

dijatuhkan apabila perbuatan itu di wilayah Regubidonesia maupun di

negara lain di mana perbuatan itu dilakukan, diancdgngan hukuman

% pengkhususan kejahatan serta dianggap nya pembystg dilakukan sebagai kejahatan

di negara asing guna menghindarkan pelanggaraadaphkedaulatan negara tersebut terhadap
satu tindak pidana. Lihat misalnya Satochid Kargana,op.cit.,him. 196.

2 E. Utrechtop.cit.,him. 144.
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mati. Pembatasan ini tidak meliputi pada kejah&igahatan yang
tersebut dalam sub 1 ayat 1 Pasal 5; jadi menututlsayat 1 Pasal 5 ini
hukuman mati dapat dijatuhkah.

Ketentuan mengenai asas personal aktif dalam KUlpBridas
dengan berlakunya undang-undang pidana Indonegigpbgawai negeri
Indonesia yang sedang berada di luar negeri medakk&jahatan jabatan.
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 7 KUHP yangurejib

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Repliginesia

berlaku bagi pegawai negeri Indonesia yang melakukaluar

daerah Republik Indonesia salah satu kejahatan giaebut dalam

Bab XXVIII Buku Kedua.”

Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal dalah
kejahatan yang dilakukan dalam jabatan para pegaegeri Republik
Indonesia. Kejahatan tersebut tertuang dalam BasSat 437 Bab XXVIII
Buku Kedua KUHP mengenai kejahatan jabatan. Deadanya pasal ini,
maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi pegavggrmdi luar wilayah
Indonesia.

Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan pegawai rnegkalah
pelanggaran yang dapat mengganggu kepentingananggyda masyarakat

Indonesia yang dapat merusak atau menurunkan wilpemngerintahan

Indonesia’!

%0 R. Sugandhipp.cit.,him. 10.
3L A. Zainal Abidin Faridpp.cit.,him. 160.
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3. AsasKewarganegaraan (Nasional Pasif)

Dalam hukum Internasional, suatu negara memylikidiksi atas
orang yang bukan warga negaranya yang melakukdaktikejahatan yang
dianggap dapat merugikan negara tersebut atau magsendiri yang
dilakukan di luar wilayahnya. Yuridiksi ini berdasarkan asas
kewarganegaraagpasift Berdasarkan asas ini perundang-undangan pidana
Indonesia berlaku terhadap siapapun juga yang aedaduar wilayah
teritoirial Indonesia melakukan kejahatan tertentu.

Adanyayuridiksi ini sebagai upaya perlindungan terhadap negara
maupun warganya dari tindakan atau perbuatan Kejahy@ng dilakukan
oleh orang asing di luar wilayah negara terseblgh ®arenanyayuridiksi
ini disebut juga sebagajuridiksi personal berdasarkan perlindunifan
yang oleh Hazewinkel Suringa asas ini disebut ssbagas untuk
melindungi kepentingan umum yang besar dan tiddkjudian bagi
kepentingan individual® Dasar pembenar asas ini adalah bahwa setiap
negara berhak melindungi warganya di luar negepabNa negara
teritorial di mana tindak kejahatan dilakukan tidak menghukanang
yang menyebabkan kerugian tersebut maka negara lasdian
berwenand untuk memberlakukan hukum pidana nya apabila orang

tersebut berada di wilayahn¥a.

32| wayan Parthianap.cit.,him. 14.

33 A. Zainal Abidin Faridop.cit.,hlm. 157.

% Mengenai wewenang untuk menghukum pelaku padardasdiserahkan kepada negara
tempat dilakukannya perbuatan. Bila seorang wasgmma asing melakukan penipuan terhadap
seorang warga Indonesia maka negara asing dipergafigk menuntut maupun memidana
warganya yang melakukan kejahatan sebagaimana andgdonesia akan melindungi hak
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Asas nasiongbasifdirumuskan dalam Pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3
dan Pasal 8 KUHP. Pasal 4 KUHP berbunyi:

“Ketentuan perundang-undangan Republik Indonesikake bagi
setiap orang yang melakukan di luar daerah Replidiénesia:

Ke-1 Salah satu kejahatan yang tersebut dalam -Basal 104, 106,
107 dan 108, 110, 111 bis pada ke-1, 127 darf®.31;

Ke-2 Suatu kejahatan tentang mata uang, uang keegera atau uang
kertas bank atau tentang materai atau merk yarejudikkan atau
digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia;

Ke-3 Pemalsuan surat-surat utang atau sertifikéfikat utang yang
ditanggung Pemerintah Indonesia, daerah atau sebatgierah,
pemalsuan talon-talon, surat-surat utang sero rgagan
Dividend) atau surat-surat bunga uang yang mastst-surat itu,
serta surat-surat keterangan pengganti surat-gurattau dengan
sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalseperti
itu seakan-akan surat itu asli dan tidak dipalsukan

Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupugawsegara
asing yang melakukan kejahatan seperti yang terskilam pasal-pasal
ini dapat dikenakan ketentuan-ketentuan pidana niesia meskipun
mereka melakukan kejahatan ini di luar wilayah mega. Pasal ini
menggunakan istilah “setiap orang” yang berartv@brang tersebut bisa
saja berkebangsaamtau berkewarganegaraan Indonesia maupun
berkewarganegaraan negara asing, bahkan tidakkdaergeaan sekalipun.
Pasal ini meninggalkan asas teritorial dan meneasas universal. Sub 1
menjaga kepentingan negara, sedangkan sub 2 dan3 saoienjaga

kepentingan keuangan negara.

individual orang asing yang menjadi korban penipaobeh warga Indonesia di Indonesia. Lihat
ibid.

% J.G. StarkePengantar Hukum Internasionadlih bahasa bambang Iriana Djajaatmaja,
Jakarta: Sinar Grafika, 2008m. 303.

% Kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 4 Ke-lini psan kejahatan terhadap
keamanan negara (Buku Kedua Bab | KUHP) serta kéaahterhadap martabat Presiden atau
Wakil Presiden (Buku Kedua Bab Il KUHP).
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Pasal 8 KUHP berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Repliginesia

berlaku di luar Indonesia, juga waktu mereka tidala di atas

kendaraan air, melakukan salah satu perbuatantgeseput dalam

bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga, demikiauga

yang tersebut dalam peraturan umum tentang surat-Bwt dan

pas-pas kapal di Indonesia dan yang tersebut d&lmonantie

Kapal 1927

Pasal ini menentukan bahwa nakhoda atau penumpgraj laut
atau perahu Indonesia yang melakukan peristiwanpiah luar wilayah
Republik Indonesia, dapat dituntut menurut ketemtirukum pidana
Republik Indonesid® Adapun kejahatan yang dimaksud dalam Bab XXIX
Buku Kedua adalah kejahatan dalam pelayaran, skdangng dimaksud
dalam Bab IX Buku Ketiga adalah pelanggaran-pejaran dalam
pelayaran.

4. AsasUniversal

Asas universal mengandung pengertian bahwa, suagara
memiliki yuridiksi atas pelaku suatu kejahatan, di mana dan kapanpun
kejahatan itu dilakukan, siapapun pelaku mauputvdanya. Prinsip ini
melihat pada suatu tata hukum Internasional yangjbaitkan semua
negara di dunia. Oleh karenanya jika ada suatuh&gga yang dapat

merugikan kepentingan Internasional, maka setiaganaeberhak untuk

mengadili pelaku tanpa melihat status kewarganegara

3" R. Sugandhipp.cit., him. 10-11.

% bid.,.

39 Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Pidana di IndonegiBandung: PT. Eresco,
1989), him. 53.
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Kejahatan yang pelaku nya ditundukkan pada asagersalini
merupakan kejahatan yang digolongkan sebagai mustt manusia
(hostis human generis)semisal kejahatan narkotika, terorisme,
pembajakan pesawat udara, genocide, kejahatan gpefan lain-lain.
Penegasaryuridiksi universal ini terdapat di dalam konvensi tentang
kejahatan Internasional atau kejahatan yang mengpurdimensi
Internasional. Konvensi mewajibkan kepada negagafiee peserta
konvensi yang di wilayahnya di temukan pelaku kajah atau pelaku
tindak melawan hukum terhadap keselamatan penexbasgil, jika
negara tersebut tidak bermaksud untn&ng ekstradisikampelaku nya,
agar menyerahkan kasus tersebut kepada badan yewgnang untuk
dilakukan penuntutan, tanpa terkecuali, baik kdphaersebut dilakukan
di wilayah negara bersangkutan maupun di luar ahayegara tersebut.

Ditinjau dari segi hukum pidana, khususnya hukundapa
Indonesia,yuridiiksi universalinilah yang dipandang sama dengan asas
universal hukum pidana. Tegas nya hukum pidana suatu ndgataku
bagi siapapun, di manapun dan kapanpun suatuiperisidana terjadt’

Dengan demikian, tampak pula bahwa kaidah hukunangid
berdasarkan asamiversalini tidak tunduk pada asamluwarsa Hal ini

dikarenakan kejahatan yang tunduk padaidiksi atau asasiniversal

0| Wayan Parthianap.cit.,him. 16.
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tergolong peristiwa pidana atau kejahatan yang padan musuh umat
manusid.’

Asas universal dalam perkembangan hukum Internasional
memiliki peranan yang sangat strategis sebagai ukersolidaritas
sekaligus sebagai pertanggungjawaban masyaralkahasional terhadap
kejahatan Internasional. Meskipun demikian masihybk negara yang
meragukan penerapan asas ini jika tidak dilandapkda standar tertentu,
yaitu kekhawatiran terhadapintervensi terhadap kedaulatan suatu
negard’

Keberatan banyak negara dalam menerapkan @asasrsal ini
juga disebabkan kehendak negara-negara tersebuk uményerahkan
sepenuhnya wewenang menuntut dan mengadili kepadaran yang
memiliki yuridiksi yang kuat atas kejahatan Internasional. Oleh kaiten
sebagai jalan keluar yang ditawarkan dalam hukuerrnasional dikenal
resentation principle yang berarti bahwa, peneraparnyuridiksi
ekstrateritorial suatu negara atas kejahatan internasional adailakk u
kepentingan pihak ketiga yang secara langsung meyaplkepentingan
atas kejahatan dimaks{#.

Berdasarkan hal ini pula Romli berpendapat bahwkalipein
dalam praktik hukum Internasional asasversaldipandang lebih efektif
dalam menuntut dan mengadili kejahatan-kejahatarg ysangat kejam

serta bertentangan dengan kemanusiaan, pada sa& gama

“1Ibid.,
“2 Romli Atmasasmitagp.cit., him. 6-7.
*Ibid., him. 7.
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pemberlakuan asateritorial dan asasnasionalitas (kewarganegaraan)

tetap relevan untuk diberlakuk&h.

Asas universal bertujuan untuk melindungi kepemtmglunia.
Penerapan asas ini diatur dalam Pasal 4 sub ke+tXeld KUHP yang
berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Repliginesia

berlaku bagi setiap orang yang melakukan di luarata Republik

Indonesia.”

Ke-2. suatu kejahatan tentang mata uang, uangskedgara atau uang
kertas bank atau tentang materai atau merk yargjudikkan atau
digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Ke-4. salah satu kejahatan yang tersebut dalaml-pasal 438, 444
sampai dengan Pasal 446 tentang pembajakan lauPakzal 447
tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuaagdnldut dan
Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat wEETara
melawan hukum, Pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentejahatan
yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. (N&l.
4/1976).

Dalam sub ke-2 Pasal 4 KUHP — berdasarkanventie Genewa
tahun 1929- ditetapkan bahwa siapa saja yang memalsukan atau
memasukan uang dan uang kertas dari negara mapagaudapat dituntut
menurut pidana Indonesia. Pasal 4 sub ke-4 KUHRBasakengan jiwa
Declaration of Paris1856. berdasarkan deklarasi tersebut, maka hukum
antar negara modern melarang perampokan di lapatamelihat siapa
pelaku dan yang menjadi korb&h.

Kejahatan pembajakan udara yang tunduk padalaseasrsalini

diatur dalam U.U. No. 4 tahun 1976 (L.N. No. 26uwati976)*® Undang-

*Ibid., him. 11.

45 A. Zainal Abidin Faridpp.cit., 160-161.

% Selain sebagai penambahan pasal dalam KUHP yanglible dengan perluasan
berlakunya ketentuan perundang-undangan pidanangrgndang ini juga sebagai penambah Bab
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undang ini hanya menyebutkan dua jenis kejahatatu yeejahatan

penerbangan dan kejahatan terhadap sarana damapeaggenerbangan.
Dalam undang-undang ini tidak disebutkan secaraasteg@danya
penggolongan tindak pidana penerbangan.

Berkaitan dengan hal ini, dalam KUHP Indonesia ndiiahkan
satu bab baru setelah Bab XXIX dengan Bab XXIX &atang Kejahatan
Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana damaReas¥nerbangan
yang terdiri dari Pasal 479 huruf a dan Pasal 4if@ftr dengan ketentuan
sanksi yang berbeda-beda dalam tiap pasal. Kejahp&nerbangan
merupakan suatu perbuatan yang dapat mengancatarkesan baik jiwa
maupun harta manusia, juga merupakan tindakan samgat mengganggu
serta menghambat pengembangan lalu lintas udaenésional maupun
nasional serta menyebabkan hilangnya kepercayaagpamakat terhadap
keamanan penerbangan sipil menjadi berkufang.

Demikianlah keempat asas mengenai ruang berlakaitysan-
aturan hukum pidana Indonesia. Selanjutnya dalamHRUWerdapat
pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalaah $&s7 dan 8, yakni

sebagai mana tersebut. Dalam pasal 9.

baru setelah Bab XXIX KUHP dengan XXIX A tentangj&®atan Penerbangan dan Kejahatan
terhadap Sarana/prasarana Penerbangan. Ketentuaiator dalam Pasal 3 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Rdrab dan Penambahan Beberapa Pasal
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertaliamgea Perluasan Berlakunya Ketentuan
Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan teriSattana/prasarana Penerbangan.

" Djoko Prakoso,Tindak Pidana Penerbangan di Indonegitakarta: Ghalia Indonesia,
1984), him. 55.



